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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor
kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan  pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan
perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai
metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-
formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus
akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan
potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam
pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan di Kota Gunungsitoli.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen
rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan
pembangunan Yyang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama
diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam mengantisipasi
permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-
upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih  kecil (mikro,
masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada
pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan
kecil. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui
prosedur dan teknik perencanaan partisipatif.

Memperhatikan peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana
dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis,

bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain



diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan,
dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan
rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan
stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi
sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal
bagi implementasinya.

Renstra Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dan pembangunan daerah pada umumnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tentunya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang
mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 , dan bersifat
indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan
maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya
merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan  Kota  Gunungsitoli ~ yakni  membantu ~ Walikota  dalam
Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli maka pada proses
perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan
pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang
lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir
seluruh kepentingan masyarakat ( keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis
kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran,
pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mengisyaratkan kepada masyarakat
untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan

kualitas dan peran masyarakat pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau
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tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai
motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 Pada Misi
4 yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, professional, dan
melayani diperlukan Strategi 8 yaitu penguatan kelembagaan pemerintahan Kecamatan
dan desa yang dirumuskan dalam kebijakan umum dan diformulasikan dalam
Peningkatan Kapasitas Aparat desa serta pengendalian pengelolaan APBDesa dan
Pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana perimbangan
diluar Dana Alokasi Khusus.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu meningkatkan
kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa. Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip
good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja
pemerintahan. Prinsip good governance ini telah menjadi nilai-nilai universal dan
sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli
(RPJPD) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2016-2021. Dengan demikian, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli di masa yang akan datang dapat diukur dari
kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-
nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang
tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota Gunungsitoli, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli perlu menyusun Rencana Strategis
(RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi
seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana
strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli ini
memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang
mencakup perumusan kebijakan program dan kegiatan di bidang urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini meliputi

landasan hukum yang bersifat umum dan teknis, meliputi :

1.

10.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)
dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu olen Kementerian / Lembaga dan
perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,
RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini
juga mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun
Renstra Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana
Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2016-2021).

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.



Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :

1.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan
mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan
dana desa tahun 2015.



1.3.

1.4.

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13

Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli adalah untuk mewujudkan visi dan
mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara
lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang
diamanatkan olen RPJIMD 2016-2021.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli Desa Tahun 2016-2021 adalah
untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan di Kota Gunungsitoli yang selanjutnya dijadikan acuan bagi
seluruh pihak yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan di
Kota Gunungsitoli dalam upaya mendukung Visi Kota Gunungsitoli 2016-2021 yaitu «
Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”. Tujuan khusus
penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan
yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli

2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dalam rangka
fasilitasi pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan.

3. Memudahkan stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif
terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah

4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses
perencanaan pembangunan bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut :



BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang Tugas/Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya dan
Kinerja Perangkat Daerah

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berisi uraian ringkas tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi/Misi dan
Program Daerah, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dan Penentuan Isu-Isu
Strategis.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, memuat pola mengenai
tujuan serta sasaran dan kegiatan dari setiap kebijakan, selain itu
mengungkap mengenai nilai-nilai dasar dan strategi dalam rangka
pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif.

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 2016-2021.
Indikator Kinerja Perangklat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPIJMD

Berisi uraian ringkas tentang indikator Kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/KELURAHAN KOTA GUNUNGSITOLI

2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli
merupakan pemekaran dari Badan Pemberdayaan Masyarkat, Pemberdayaan
Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kota Gunungsitoli.
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, mengamanatkan Dinas
PMD/K Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :
1. Memvalidasi kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Mengkoordinasikan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan
5. Memimpin Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

fungsi dan tugasnya

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan serta tugas pembantuan
yang diberikan kepada kota . Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang

pemerintahan desa;



pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang
pemerintahan desa;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
bidang pemerintahan desa;

pelaksanaan administrasi dinas;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan yaitu :

a.

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan bidang pemerintahan desa;

mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;

memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemberdayaan masyarakat dan bidang pemerintahan desa;

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
memberikan petunjuk, arahan  dan bimbingankepada bawahan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas pembantuan menurut ketentuan
yang berlaku;

mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas;

menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan pelaporan, monitoring dan
evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional
maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada Walikota dalam bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai bahan penerapan
kebijakan daerah;

melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
serta urusan kepegawaian pada dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
9



Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Sekretaris;

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

3. Bidang Pemerintahan Desa;

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota

Gunungsitoli

1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan mempunyai

tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dinas.

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota

Gunungsitoli mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

f.

pengkoordinasian kegiatan;

pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, organisasi,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan
barang/jasa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota

Gunungsitoli mempunyai rincian tugas :

a.
b.

C.

memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan dinas;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup dinas;
mengkoordinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup dinas;

menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan
sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
10



e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

f. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi
kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang
berhubungan dengan tugas-tugas dinas;

h. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan
dinas;

i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

J.  menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa
pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan
keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;

k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;

I.  mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi
dinas;

m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban;

0. melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepala bidang dan kepala
subbagian pada akhir tahun berkenaan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud di atas, Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mempunyai tugas

menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
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b.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :

1.
2.

perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
penyelenggaraan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat;

pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai rincian tugas :

1.
2.

10.

11.

12.

merencanakan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
menyelenggarakan program dan Kkegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat;

menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan
tugas pada bidang pemberdayaan masyarakat;

menyelenggarakan pembinaan dan  peningkatan kapasitas lembaga
keuangan mikro perdesaan;

menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan dan
pendayagunaan bantuan pembangunan yang dilaksanakan di Desa dan
kelurahan;

menyelenggarakanpembinaan penyimpanan produk desa/ kelurahan
melalui lumbung dan kelembagaan pangan;

menyelenggarakan pengembangan permodalan lembaga ekonomi desa dan
penyaluran bantuan pembangunan;

menyelenggarakan peningkatan sistem pengkreditan perdesaan;
mengkoordinasikan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan
permodalan lembaga ekonomi desa;

menyelenggarakananalisa  pelaksanaan pengembangan kelembagaan
ekonomi perdesaan;

menyelenggarakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat;

menyelenggarakan pengembangan pemasaran hasil usaha ekonomi

keluarga dan Kelompok masyarakat;

12



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

menyelenggarakan fasilitasi pemberian bantuan kepada kelompok usaha-
usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dari pemerintah, pihak ketiga dan
pinjaman desa;

menyelenggarakan analisa data dan informasi pelaksanaan dan
pendayagunaan bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan
kelompok masyarakat;

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan dan
perkoperasian masyarakat;

menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran program dan atau
kegiatan yang bersifat bantuan pembangunan/ pemberdayaan dan atau
sejenisnya bagi desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan di desa/ kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan inovasi serta
pemanfaatan teknologi tepat guna;

menyelenggarakan pengembangan pemanfaatan dan kerjasama inovasi
teknologi tepat guna;

menyelenggarakan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi perdesaan
(Posyantekdes) di Desa/Kelurahan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana

dimaksud di atas Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dibantu oleh :
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1.
2.

Seksi Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Teknologi Tepat Guna

d. Bidang Pemerintahan Desa

a.

Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai tugas menyelenggarakan

program dan kegiatan urusan pemerintahan desa;

Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa dan lembaga
adat;

2. perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa;

3. perumusan kebijakan di bidang bina pengelolaan keuangan dan aset desa;

Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai rincian tugas :

1. merencanakan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;

2. menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pemerintahan desa;

3. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan
tugas pada bidang pemerintahan desa;

4. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa;

5. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis daerah berkaitan dengan
pengembangan/ pemberdayaan desa/kelurahan;

6. menyelenggarakan fasilitasi dan proses administrasi pengesahan
pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

7. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah
berkaitan dengan pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;

8. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan petunjuk penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;

9. menyelenggarakan kebijakan daerah berkaitan dengan penerapan Program
Keuangan Desa;

10. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis penguatan Otonomi Desa;

11. menyelenggarakan penyusunan pedoman penghasilan tetap dan tunjangan

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD);
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12. menyelenggarakan kebijakan daerah berkaitan dengan penguatan
kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa serta Bina Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa;

13. menyelenggarakan penyusunan Ranperda dan Ranperwal tentang
Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

14. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan
dan atau kerjasama antar desa;

15. menyelenggarakan perencanaan peningkatan status desa menjadi
kelurahan, pemekaran desa, penggabungan desa dan perubahan status
kelurahan menjadi desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

16. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnhya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

17. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

18. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

19. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

20. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan; dan

21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud diatas Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

1. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa

2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan
penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait bidang umum dan

kepegawaian.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai rincian tugas :
merencanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
melaksanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
menyiapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan;
menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian lingkup dinas;
menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah dinas dan kearsipan;

menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;

N o a A w b e

mengelola dan menginventarisasi barang milik negara/ daerah pada lingkup

dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

8. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas serta
pendokumentasian kegiatan dinas;

9. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan dinas;

10. melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kebersihan dilingkungan kerja dinas;

11. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugashya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

12. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

14. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

15. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan
penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan bidang program dan
keuangan lingkup dinas.

Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai rincian tugas :
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merencanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
melaksanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

N o g s~ wDh e

menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan

anggaran;

8. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

9. mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem
pengendalian internal pemerintah;

10. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;

11. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

12. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

13. melaksanakan urusan pelaporan keuangan;

14. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

15. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

17. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

18. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Seksi Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan seksi

kelembagaan dan usaha ekonomi, dengan rincian tugas:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

merencanakan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan usaha ekonomi;
melaksanakan program dan kegiatan seksi kelembagaan dan usaha ekonomi;
melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro
perdesaan;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan dan
pendayagunaan bantuan pembangunan yang dilaksanakan di Desa dan
kelurahan;

melaksanakanpembinaan penyimpanan produk desa/ kelurahan melalui
lumbung dan kelembagaan pangan;

melaksanakan pengembangan permodalan lembaga ekonomi desa dan
penyaluran bantuan pembangunan;

melaksanakan peningkatan sistem pengkreditan perdesaan;

melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan
lembaga ekonomi desa;

melaksanakananalisa pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan;
melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
masyarakat;

melaksanakan pengembangan pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan
Kelompok masyarakat;

melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha
ekonomi keluarga dan masyarakat dari pemerintah, pihak ketiga dan pinjaman
desa;

melaksanakan analisa data dan informasi pelaksanaan dan pendayagunaan
bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
melaksanakan  pembinaan dan  pengembangan  kewirausahaan dan
perkoperasian masyarakat;

melaksanakan penyusunan rencana anggaran program dan atau kegiatan yang
bersifat bantuanpembangunan/ pemberdayaan dan atau sejenisnya bagi
desa/kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa/
kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun

tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
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19.

20.

21.

22.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Seksi Teknologi Tepat Guna

Seksi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai tugas melaksanakan program dan

kegiatan seksi teknologi tepat guna, dengan rincian tugas :

a.
b.

C.

merencanakan program dan kegiatan seksi teknologi tepat guna;

melaksanakan program dan kegiatan seksi teknologi tepat guna;

melaksanakan  pengkajian dan pengembangan inovasiserta pemanfaatan
teknologi tepat guna;

melaksanakan pengembangan pemanfaatan dan kerjasama inovasi teknologi
tepat guna;

melaksanakan  pengembangan Pos Pelayanan Teknologi perdesaan
(Posyantekdes) di Desa/Kelurahan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.
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Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai

tugas melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan kelembagaan Desa,

dengan rincian tugas :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

merencanakan program dan Kkegiatan seksi kelembagaan dan aparatur
pemerintahan desa;

melaksanakan program dan Kkegiatan seksi kelembagaan dan aparatur
pemerintahan desa;

melaksanakan penyusunan  kebijakan teknis daerah berkaitan dengan
pengembangan/ pemberdayaan desa/kelurahan;

melaksanakan fasilitasi dan proses administrasi pengesahan, pengangkatan,
pelantikan dan pemberhentian kepala desa;

melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan
aparatur pemerintahan desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penguatan otonomi desa;
melaksanakan penyusunan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah berkaitan dengan
pembinaan aparatur pemerintahan desa/kelurahan;

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan
aparatur pemerintahan desa;

melaksanakan penyusunan produk hukum daerah di bidang pemerintahan
desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan dan atau
kerjasama antar desa;

melaksanakan perencanaan peningkatan status desa menjadi kelurahan,
pemekaran desa, penggabungan desa dan perubahan status kelurahan menjadi
desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
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16.

17.

18.

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Seksi Bina Pengelolaan  Keuangan dan Aset Desa di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli mempunyai

tugas melaksanakan program dan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan

aset pemerintahan desa, dengan rincian :

1.

10.

11.

12.

merencanakan program dan kegiatan seksi bina pengelolaan keuangan dan aset
desa;

melaksanakan program dan kegiatan seksi bina pengelolaan keuangan dan aset
desa;

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan
dan Belanja (APB) Desa;

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penerapan program keuangan desa;
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penghasilan tetap dan
tunjangan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
melaksanakan penyusunankebijakan teknisbina pengelolaan keuangan dan aset
desa;

melaksanakan penyusunan produk hukum daerah di bidang bina pengelolaan
keuangan dan aset desa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pemantauan pengelolaan
keuangan dan aset desa;

melaksanakan rapat koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan aset desa;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun
tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
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13.

14.

15.

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

2.2. Struktur Orgnisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli, susunan organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli terdiri dari :

1.
2.

Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas

Unsur Pembantu, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

a.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Seksi
Kelembagaan dan Usaha Ekonomi, dan Seksi Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi 2 (dua) Seksi yaitu Kelembagaan
Aparatur Pemerintahan Desa dan Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Aset

Desa.

22



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/KELURAHAN KOTA GUNUNGSITOLI

KEPALA
DINAS
Kelompok Jabatan SEKRETARIAT
Fungsional
SUBBAG UMUM SUBBAG
DAN PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
MASYARAKAT
SEKSI
SEKSI KELEMBAGAAN DAN
| KELEMBAGAAN DAN USAHA | APARATUR PEMERINTAHAN
EKONOMI DESA
SEKSI
SEKSI UPT
L | || BINA PENGELOLAAN
TEKNOéSSA'\TEPAT KEUANGAN DAN ASET DESA
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2.2.1.Komposisi Pegawai

Komposisi

Pegawali

pada

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, berdasarkan jabatan/esolon, pangkat, golongan dan

kualifikasi pendidikan disajikan pada tabel 1 dan rekapitulasi dari komposisi pegawai

tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai pada Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli per Januari 2017
No Uraian Jabatan/Eselon Jumlah Orang Pangkat/ Golongan Pendidikan Ket
(org) (org)
a. Kepala Dinas Struktural / 11b 1 Pembina Tk. 1/ IV-b (1 S-2 (1 org)
org)
b. Sekretaris Struktural /111a 1 Pembina/lV-a (1 org) S-1 (1 org)
C. Kepala Bidang Struktural / I11b 2 - Pembina Tk.I/IV-b (1 | S-1 (2 org)
org)
- Pembina/lV-a (1 org)
d. Kepala Seksi Struktural/IVa 4 - Pembina/lV-a (1 org) | S-1 (4 org)
- Penata Tk. I/111-d (1
org)
- Penata Muda Tk.I/11I-
b (2 org)
e. Kepala Sub Bagian | Struktural/IVa 2 - Penata/lll-c (1 org) S-2 (2 org)
- Penata Muda Tk.
I/111-b (1 org)
f. Staf Fungsional 15 - Pembina/lV-a(1org) | - S-1(8org)
Umum - Penata Muda Tk. - D-lI (3
Eselon I/111-b (4 org) org)
- Penata Muda/lll-a (5 - SMA (4
org) org)
- Pengatur Tk. I/11-d (2
org)
- Pengatur/ll-c (2 org)
- Pengatur/ll-a (1 org)
Jumlah 25
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2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan

Prasarana pada Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, disajikan pada tabel dibawah ini :

dan

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD/K Kota Gunungsitoli per Januari 2017
No Nama Inventaris Jumlah | Satuan Kondisi
1. | Mini Bus (Penumpang 15 Orang 1 Unit Baik
ke bawah)
2. | Sepeda Motor 2 Unit Baik
4. | Filling Besi/Metal 10 Unit 7 Baik;
3 Rusak Berat
5. | Papan Instansi 3 Buah Baik
6. | Papan Pengumuman 10 Buah Baik
7. | Papan White Board 2 Buah Baik
8. | Lemari Kayu (Gantung) 2 Unit Baik
9. | Lemari Kayu 8 Unit Baik
10. | Rak Kayu 1 Unit Baik
11. | Kursi Besi/Metal 5 Unit 3 Baik;
2 Rusak Berat
12. | Kursi Tamu 1 Unit Baik
13. | Kursi Putar 8 Unit 7 Baik;
1 Kurang Baik
14. | Kursi Biasa 88 Buah Baik
15. | Kursi Lipat 33 Unit Baik
16. | Meja Komputer 5 Unit Baik
17. | Meja %2 biro 22 Unit Baik
18. | Sofa 1 Unit Rusak Berat
19. | Jam Mekanis 1 Unit Baik
20. | AC Split 3 Unit Baik
21. | Kipas Angin 3 Unit 1 Kurang Baik;
2 Rusak Berat.
22. | Unit Power Supply 6 Unit Baik
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23. | Tustel Kamera Digital 1 Unit Baik

24. | Tiang Bendera 1 Buah Baik

25. | Lain-Lain ( Taplak Meja) 1 Unit Rusak Berat

26. | Lain-Lain (Gorden) 1 Unit Baik

27. | P.C.Unit 16 Unit Baik

28. | Laptop 10 Buah Baik

29. | Note Book 3 Unit Baik

30. | Printer 28 Unit 19 Baik;
3 rusak Berat;
6 Kurang Baik.

31. | Meja Kerja Pejabat Esolon 5 Unit Baik

[11/Meja Biro

32. | Kursi Kerja Pejabat Esolon 11 1 Unit Baik

33. | Kursi Kerja Sandaaran Punggung 3 Unit Baik

34. | Lemari Arsip 1 Unit Baik

35. | Brankas 1 Unit Baik

36. | Facsmile 1 Unit Baik

37. | Proyektor 3 Unit 2 Baik;
1RB

38. | Wireless  Amplifier  (Publik 6 Unit Baik

Address)
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2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota

Gunungsitoli.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota

Gunungsitoli, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Kelompok Binaan PKK Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
= = < = =
S| 7 S| 7 S| 7 S| 7 s )
g g g g g
NO. Kecamatan = ) = ) & ) & - = -
S |& 8 |¢ |28 | (gl |¥ |8 | |8 ¢
o Y| @ \ O Y| @ \ O Y| © v| o Y| © v | o 4 c Y
I c|l & ¥ < c|l & ¥ < c| & Y| < c| ® Y| < Ic T Y
) S| X d5 S| X d5 S|l X a| s S| X a| s £ xr o
1. | Gunungsitoli [ 640 |9 [0.01 [660 |9 [001 680 [9 [001 [700 [9 [001 |720 [9 [o0.01
Idanoi
2. | Gunungsitoli [ 331 |9 [003[341 |9 [003 351 [9 [003 [361 |9 [002 [381 [9 [002
Selatan
3. | Gunungsitoli [ 359 [ 9 [0.03[368 |9 [002 376 [9 [002 [38 |9 [002 [393 [9 [002
Barat
4. | Gunungsitoli [ 203 |9 [ 004 [212 [9 [0.04 [220 [9 [004 [229 [9 (004 [238 |9 [0.04
5. | Gunungsitoli 172 [ 9 [ 005|180 |9 [005|189 [9 [005 [197 |9 [005 [205 [9 [0.04
Utara
6. | Gunungsitoli | 302 |9 [003[310 [9 [003[319 [9 [003 [327 [9 [003 |33 [9 [003
Alo’oa
Tabel 2.4.
Perkembangan Penerima Dana DPD/K Menurut Kecamatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2011-2015
No. Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. | Gunungsitoli Idanoi 26 26 26 24 20
2. | Gunungsitoli Selatan 13 15 13 12 13
3. | Gunungsitoli Barat 8 9 9 9 9
4. | Gunungsitoli 32 32 32 31 26
5. | Gunungsitoli Utara 10 10 10 10 10
6. | Gunungsitoli Alo’oa g 9 9 9 9
Jumlah 98 101 99 95 97
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Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kota Gunungsitoli

Tabel 2.5.

Tahun 2011-2015

No. | Kegiatan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Pelatihan Administrasi | Peserta
Pemerintah Desa bagi - - 56 - 56
kades dan sekdes
2. Bimtek Workshop | Peserta
Administrasi
Pemerintah  Aparatur _ _ _ 8 _
Desa
3. Orientasi tentang | Kecamatan
Fungsi wewenang, Hak
,Kewajiban dan 6 - - - -
larangan bagi Pengurus
BPD
4. Orientasi tentang | Kecamatan
tugas,Wewenang,Hak . ) ) ) )
Kepala Desa dan
Sekretaris Desa
Tabel 2.6.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kota Gunungsitoli
Tahun 2011-2015
No | Kegiatan PNPM | Satua | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total
Mandiri n
Perdesaan
1. | Pembangunan Meter 108.66
19.984 | 18.740 | 15.865 | 32.563 | 21.516
Jalan 8
2. | Jembatan Unit 1 2 2 0 2 7
3. | Balai Pertemuan Unit 12 2 3 2 4 23
4. | Sarana Kesehatan | Unit 1 0 0 1 0 2
5. | Sarana Air Bersih | Unit 39 6 62 0 1 108
6. | Sarana MCK Unit 6 11 1 0 0 12
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Tabel 2.7.
Perkembangan Pemilihan Kepala Desa Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2015

No | Tahun Satuan Jumlah
1. 2011 Desa 7
2. 2012 Desa 18
3. 2013 Desa 12
4. 2014 Desa 7
5. 2015 Desa 0
Tabel 2.8.
Perkembangan Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kota Gunungsitoli
Tahun 2011-2015
No. Kecamatan Satuan Penyaluran
Tahap | Tahap Il | Tahap Il
1 Gunungsitoli Idanoi Desa 23 - -
2 Gunungsitoli Selatan Desa 9 - -
3 Gunungsitoli Barat Desa 7 - -
4 Gunungsitoli Desa 19 - -
5 Gunungsitoli Utara Desa 10 5 -
6 Gunungsitoli Alo’oa Desa 9 1 -
Jumlah 77 6 0

Pada tabel 2.2 sampai dengan 2.8 diatas dapat dilihat bahwa upaya
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, baik dari aspek kuantitas maupun
aspek kualitas secara umum mengalami peningkatan. Dalam Upaya mempercepat
kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan, penguatan kelembagaan masyarakat
menjadi fokus perhatian untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang.

Perkembangan dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli sebelum terbitnya
perangkat Daerah Baru dapat dilihat pada tabel 2.9. dan tabel 2.10.

Berdasarkan tabel 2.9. dan 2.10. tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang
tidak mencapai target kinerja yakni Terbentuknya 15 Kelurahan baru di Kota
Gunungsitoli dengan capaian 0% dan Terlaksananya Pendataan Potensi Sumber Daya
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Alam dan Perdesaan di 6 Kecamatan. Pembentukan 15 Kelurahan baru di Kota
Gunungsitoli tidak tercapai disebakan Peraturan Daerah terkait masalah tersebut
belum ditetapkan. Capaian target dari 9 (sembilan) indikator tersebut rata-rata 53%.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
sebagai perangkat daerah baru mempunyai tantangan dan peluang dalam mewujudkan
visi dan misi. Tantangan dimaksud berupa :

1. Masih minimnya regulasi daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan
desa/kelurahan.

2. Kemajuan dunia teknologi informasi yang mengarah pada mudahnya masyarakat
mengakses informasi melalui digital.

3. Sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan dengan tingkat
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Tantangan tersebut diatas menjadi peluang bagi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan visi dan misi
nya yaitu :

1. Menyusun rancangan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat dan
desa/kelurahan.

2. Menyiapkan sarana prasarana dan operator teknologi informasi untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pemberdayaan
masyarakat dan desa/kelurahan melalui perangkat digital.

3. Melaksanakan penghimpunan data program kegiatan dari tingkat pusat sampai

daerah dan menganalisanya.
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BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di desa.
Terbatasnya sarana dan prasarana Desa
Belum optimalnya fungsi kelembagaan Desa/Kelurahan
Belum Optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

o > N

Belum Optimalnya pelaporan keuangan desa sehingga diperlukan pendidikan

dan pelatihan.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Daerah Kota Gunungsitoli
3.2.1. Pernyataan Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan tentang arah dan bagaimana
suatu organisasi harus dibawa berkarnya agar tetap konsisten dan eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk
mendefenisikan kemana organisasi untuk mendefenisikan kemana organisasi
akan dibawa dan membantu mendefenisikan bagaimana pelayanan harus
dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaaan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021, bahwa Visi
Kota Gunungsitoli adalah “KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU,
NYAMAN DAN BERDAYA SAING”.
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Gambaran untuk mencapai keberhasilan visi dan misi Daerah
dirumuskan dalam kebijakan Umum dan diformulasikan dalam empat
perspektif, yaitu :

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat
mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani
kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi
birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai
dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan
layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada prespektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong
upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada
perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi
peningkatan Kinerja operasional pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan
bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan
upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi

mendukung strategi pembangunan daerah.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataaan
misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta
instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Suatu Instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi
pemerintah.

Pernyataan Visi diatas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (Lima ) Misi
sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
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3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang
berwawasan lingkungan.

4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,professional dan
melayani.

5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya,religious
dan taat hukum.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli sesuai tugas
dan fungsinya membantu Walikota Gunungsitoli dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaam
Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kkebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

2. Pengkoordinasian tugas dan Fungsi Pemerintah Kota di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

3. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan terkait dengan pencapaian visi
dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara
khusus, tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa berkontrribusi
langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) vyaitu
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,Profesional dan
Melayani ; termuat dalam strategi 8: Penguatan Kelembagaan pemerintahan

kecamatan dan desa.
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3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke
depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan
nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan
penegakan hukum yang berbas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5.  Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia
lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestic.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya
“Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-
Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.” Tujuan yang akan
dicapai oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi serta Kementrian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke
depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa;
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Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun
keterkaitan ekonomi local antara desa dengan kota melalui pembangunan
kawasan perdesaan.

Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal,

Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar dan aksesibilitas di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;

Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam
menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;

Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya;
meningkatkan dan memeratakan pembanguan daerah; dan memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa.

Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah
tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan
ekonomi wilayah;

Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaaan baru
yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah

untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan

Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan strategi

Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA vyaitu :

1.

Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:

a. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Desa;

b. Menyusun Peraturan Pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan
UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal;

c. Peningkatan Kapasitas pemerintah dan masyarakat desa

Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan

dasa di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
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Penguatan pendanaan pembangunan  yang bersumber  dari
APBN,APBD,Dunia Usaha dan Masyarakat.

Mendorong Investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat.
Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemanan,administrasi
kependudukan,pertanahan, akta-akta dan sebagainya.

Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transporatasi dan
perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar

daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1,

Ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmingrasi

juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri yaitu :

a.

Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asalu Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak dibidang
pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu
Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan
meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan
terpadu antara desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan
kemitraan. Pada Kota Gunungsitoli Rencana Kawasan Perdesaan belum termuat

belum diatur dalam peraturan daerah.

3.5.  Penentuan Isu-lsu Strategis
Perumusan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarkat desa
didasarkan pada permasalahan pembangunan antara lain :
1.  Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa
2 Terbatasnya sarana dan prasarana desa
3 Belum optimalnya fungsi kelembagaan desa
4.  Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarkat
5 Belum optimalnya pelaporan desa
Memperhatikan masalah pembangunan bidang pemberdayaan masyarkat
diatas maka dapat dirumuskan isu-isu strategis terkai pemberdayaan masyakat
desa antar lain :
1.  Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
2.  Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa
3. Pengelolaan keuangan desa (APBDES), dan peningkatan sumber-sumber

pendapatan desa.
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4.1.
411

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Pernyataan Visi

Dalam rangka mendukung Visi Kota Gunungsitoli tersebut sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli menetapkan
Visi :

1.

“ Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat”

Terwujudnya dimaksudkan terbukti, yang menjamin suatu usaha agar
terlaksana.

Otonomi Desa dimaksudkan sebagai terwujudnya peningkatan kemampuan
dan kewenangan desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya
yang meliputi tatanan Kelembagaan Pemerintah Desa; Pengelolaan
Keuangan Desa; Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan
Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk system penyelenggaraan
pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.

Keberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi dimana
masyarakat memiliki kemampuan dan kelembagaan untuk berprakarsa dan
berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada

tingkat lokalitasnya.
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4.1.2. Pernyataan Misi

4.2.
4.2.1.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 dan Visi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli, serta
masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholeders), maka
ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli sebagai berikut :
1. Meningkatkan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2.  Memperkuat Kapasitas kelembagaan masyarakat.
3.  Mengembangkan dan memperkuat Lembaga Ekonomi Perdesaan
4. Meningkatkan pengelolaan  sumber daya alam dan pendayagunaan
teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan tata kelola desa yang
baik

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5(lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta di dasarkan pada isu-isu
dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan
Misi.

Berdasarkan visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli maka tujuan yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut:

1. Mewujudkan efektifitas dan kualitas penyelenggaran pemerintahan desa
dalam proses penyelenggaran pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Mewujudkan keberdayaan masyarakat di perdesaan dengan sasaran
pembangunan meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga masyarakat

desa.
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4.3.

3. Mewujudkan terbentuknya berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi, dengan
sasaran pembangunan meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan
usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

4. Mewujudkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien
dengan sasaran pembangunan meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat
guna ditingkat kecamatan dan desa.

5. Mewujudkan Tata Kelola Desa yang baik dalam pelaksanaan pembangunan
desa, dengan sasaran pembangunan meningkatnya kualitas dan kuantitas

penyelenggaraan tata kelola desa yang baik.

Strategi dan Kebijakan

Rencana strategis dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli dalam Implementasinya berpedoman pada
Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2016-2021,
maka strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli sebagai berikut:
1. Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan desa.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
3. Penguatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan dan

Pemberdayaan Masyarakat.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan

serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah.

Program Pembangunan pada urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa lingkup

pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Gunungsitoli sebagai berikut
(Lihat tabel 5.1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, Telepon dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pengadaaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Monitoring / Survey / Pendataan / Pengawasan / Evaluasi / Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :

1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Meubelair

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

4) Pengadaan Sewa Gedung Kantor

5) Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur , dengan rincian kegiatan
sebagai berikut :
1) Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan , dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan RENSTRA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :

1) Pembinaan DPD LPM Kota Gunungsitoli

2) Orientasi Tugas Tugas LPM

3) Pelaksanaan Gelar Teknologi tepat Guna /Jambore Teknologi Tepat Guna

4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Posyantek di Kecamatan

5) Sosialisasi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

6) Konsolidasi LPM Desa

7) Konsolidasi DPD LPM/DPC LPM

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan rincian kegiatan
sebagai berikut :
1) Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Mikro di

2) Sosialisasi Pembentukan Bumdes/Bumdes Bersama
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3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

4) Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDEYS)
5) Pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

6) Pengembangan dana SPP ex PNPM Mandiri Perdesaan

7) Pengembangan pasar desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dengan

rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2) Pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa

3) Pembinaan kader pembangunan masyarakat desa (KPMD)

4) Monitoring, pendataan dan evaluasi swadaya murni masyarakat dalam
pembangunan

5) Evaluasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dengan rincian

kegiatan sebagai berikut :

1) Pembekalan Kepala Desa dan Perangkat Desa

2) Penyusunan Ranperda terkait desa

3) Pemilihan Kepala Desa

4) Orientasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kota Gunungsitoli
dalam Pemerintahan Desa

5) Konsolidasi Kepengurusan BPD

6) Bimbingan teknis Administrasi Pemerintahan Desa

7) Pelaksanaan Lomba Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dengan rincian
kegiatan sebagai berikut :

1) Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

2) Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa

3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Desa

4) Pembinaan Pengelolaan aset desa

43



BAB VI
PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021,merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan
yang memuat visi, misi,tujuan,strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Kota Gunungsitoli serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan
kebutuhan (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016-2021,merupakan penjabaran dari RPJIMD Kota Gunungsitoli
Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli yang menjadi dokumen
perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa/Kelurahan Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Kota Gunungsitoli ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari
seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota
Gunungsitoli, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan
kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian,Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,
karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
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Tabel 5.1.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021

Anggaran Pada Tahun Ke-

Kondisi kinerja pada akhir periode

Data capaian Unit Kerja
Indikator Indikator KinerjaProgram [~ SKPD
Tujuan Sasaran Kode No Program dan kegiatan (outcome) dan kegiatan P Lokasi
Sasaran (output) awal
P perencanaan Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Terwujudnya | Meningkatnya| _ Peningkatan I |Program Pelayanan Dinas KOTA
pelayanan angka kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan 90.00% | 91.00% | Rp 740,000,000 | 92.00% | Rp 741,480,000 | 93.00% | Rp 742,962,960 | 94.00% | Rp 817,259,256 [ 95.00% | Rp 818893775 [ 95% | Rp  3,860,595991 |Pemberdayaan| GUNUNG
yang cepatdan|  kualitas | publik, terutama Administrasi Perkantoran (%) Masyarakat | SITOLI
tepat. pelayanan | pelayanan dasar, 01 |Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya Biaya Pengadaan dan Desa Kola
publik | pelayanan umum, ; o dlan Bond Gunungsitoli
dan pelayanan Materi Perangko dan Benda Pos 1 Tahun | Rp 5,000,000 | 1Tahun | Rp 5010000 | 1Tahun |Rp 5,020,020 | 1Tahun | Rp 5522022 | 1Tahun | Rp 5533066 | 1Tahun | Rp 26,085,108
unggulan. Lainnya
02 [Penyediaan jasa komunikasi, |Tersedianya rekening telepon
sumber daya air, telepon dan [ dan fax, lstrik, air, internet
Jistrik 1Tahun | Rp 22,400,000 | 1Tahun | Rp 22444800 | 1Tahun |Rp 22,489,690 | 1Tahun | Rp 24,738,659 | 1Tahun | Rp 24,788,136 | 1Tahun | Rp 116,861,284
03 |Penyediaan Jasa pemeliharaan | Tersedianya Biaya Jasa
dan perizinan kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan
operasional Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun | Rp 4,000,000 | 1 Tahun | Rp 4,008,000 | 1Tahun |Rp 4,016,016 | 1Tahun | Rp 4417618 | 1Tahun | Rp 4426453 [ 1Tahun | Rp 20,868,086
04 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1Tahun | Rp 40,000,000 | 1 Tahun | Rp 40,080,000 [ 1Tahun [Rp 40,160,160 | 1 Tahun | Rp 44,176,176 | 1Tahun [ Rp 44,264,528 | 1Tahun | Rp 208,680,864
05 |Penyediaan barang cetakan dan | Tersedianya Barang Cetakan dan
P 1 Tahun | Rp 35,000,000 | 1Tahun | Rp 35070000 | 1Tahun |Rp 35,140,140 | 1Tahun | Rp 38,654,154 | 1Tahun | Rp 38731462 | 1Tahun | Rp 182,595,756
06 |Penyediaan komponen instalasi | Tersedianya komponen dan
listrik/penerangan bangunan Instalasi Listrik /bangunan 1Tahun | Rp 4,000,000 | 1Tahun | Rp 4,008,000 | 1Tahun | Rp 4,016,016 | 1Tahun | Rp 4,417,618 | 1Tahun | Rp 4426453 [ 1Tahun | Rp 20,868,086
kantor Kantor
07 |Penyediaan peralatan kebersihan | Tersedianya alat-alat kebersinan
Kantor antor 1Tahun | Rp 2,500,000 | 1Tahun | Rp 2505000 [ 1Tahun |Rp 2510010 | 1Tahun | Rp 2,761,011 | 1Tahun | Rp 2,766,533 | 1Tahun | Rp 13,042,554
08 |Penyediaan bahan bacaan dan | Tersedianya biaya rekening dan
peraturan perundang-undangan | surat kabar dan buku-buku
peratran perundang-undangan 1Tahun | Rp 3,000,000 | 1Tahun | Rp 3006000 [ 1Tahun |Rp 3012012 | 1Tahun | Rp 3313213 | 1Tahun | Rp 3319840 | 1Tahun | Rp 15,651,065
09 |Penyediaan makanan dan Tersedianya makanan dan
minuman minuman harian pegawai 1 Tahun | Rp 40,000,000 | 1 Tahun | Rp 40,080,000 | 1Tahun | Rp 40,160,160 | 1 Tahun | Rp 44,176,176 | 1Tahun | Rp 44,264,528 [ 1Tahun | Rp 208,680,864
10 [Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan Konsultasi ke 1 Tahun | Rp 250,000,000 | 1Tahun | Rp 250,500,000 | 1Tahun |Rp 251,001,000 [ 1 Tahun | Rp 276,101,100 [ 1Tahun |Rp 276,653,302 | 1Tahun | Rp  1,304,255402
Luar Daerah
11 g/ survey/
evaluasi serta rapat koordinasi | survey/ pengawasan/ evaluasi
dan konsultasi dalam daerah | serta rapat koordinasi dan 1Tahun [Rp 150,000,000 | 1Tahun |Rp 150,300,000 | 1Tahun | Rp 150,600,600 | 1Tahun | Rp 165,660,660 | 1 Tahun | Rp 165,991,981 | 1Tahun | Rp 782,553,241
konsultasi dalam daerah
12 |Penyediaan jasa administrasi | Terpenuhinya Honor Rp 104,100,000 Rp 104,308,200 Rp 104,516,816 Rp 114,968,498 Rp 115,198,435
umum Pejabat/Staf Pengelola Keuangan 1Tahun 1Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1Tahun | Rp 543,091,949
13 |Penyediaan Jasa Keamanan Tersedianya upah tenaga Jaga
kantor malam 1 Tahun | Rp 19,200,000 | 1 Tahun | Rp 19238400 | 1Tahun |Rp 19,276,877 | 1Tahun | Rp 21,204,564 | 1Tahun | Rp 21246974 | 1Tahun | Rp 100,166,815
14 |Penyediaan jasa kebersinan Tersedianya upah jasa
kantor kebersihan 1Tahun | Rp 19,200,000 | 1 Tahun | Rp 19,238,400 | 1Tahun |Rp 19,276,877 | 1 Tahun | Rp 21,204,564 | 1Tahun | Rp 21246974 | 1Tahun | Rp 100,166,815
15 |Penyediaan jasa Tersedianya upah jasa
alat berat alat berat 1 Tahun | Rp 22,400,000 | 1Tahun | Rp 22444800 | 1Tahun |Rp 22,489,690 | 1Tahun | Rp 24,738,659 | 1Tahun | Rp 24,788,136 | 1Tahun | Rp 116,861,284
16 |Penyediaan jasa administrasi | Tersedianya upah jasa
kantor administrasi kantor 1Tahun | Rp 19,200,000 | 1 Tahun | Rp 19,238,400 | 1Tahun |Rp 19,276,877 | 1 Tahun | Rp 21,204,564 | 1Tahun | Rp 21246974 | 1Tahun | Rp 100,166,815
Peningkatan Il |Program Peningkatan Sarana | Cakupan Ketersediaan sarana
KZ"“‘“"’“"‘ sarana dan Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 75.00% | 76.00% | Rp 135,000,000 [ 77.00% | Rp 135,270,000| 78.00% | Rp 135,540,540 [ 79.00% | Rp 149,094,594 [ 80.00% | Rp 149,392,783 | 80% | Rp 704,297,917
an prasarana
aparatur - —
01 |Pengadaan peralatan dan Tersedi I
antor ersedianya "i:_“a;f" dan 1 Tahun | Rp 10,000,000 | 1 Tahun | Rp 10020000 | 1Tahun | Rp 10,040,040| 1Tahun | Rp 11,044,044 | 1Tahun | Rp 11,066,132 | 1Tahun | Rp 52,170,216
02 |Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair Kantor
1Tahun | Rp 15,000,000 | 1 Tahun | Rp 15030000 [ 1Tahun | Rp 15,060,060 | 1Tahun | Rp 16,566,066 | 1 Tahun | Rp 16,599,198 | 1Tahun | Rp 78,255,324
03 [Pemeliharaan rutin berkala Tersedianya pemelinaraan
peralatan gedung kantor L‘:r":‘é':e'ka'a peralatan gedung 1Tahun | Rp 10,000,000 | 1 Tahun | Rp 10020000 | 1Tahun | Rp 10040040 1Tahun | Rp 11,044044| 1Tahun | Rp 11,066,132 | 1Tahun | Rp 52170216
04 [Sewa gedung kantor
A 1Tahun | Rp 75,000,000 [ 1Tahun | Rp 75150000 | 1Tahun | Rp 75,300,300 | 1 Tahun | Rp 82,830,330 | 1Tahun | Rp 82995901 1Tahun | Rp 391,276,621
Tersedianya sewa gedung kantor|




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
05 | Pemelinaraan rutiniberkala
Kondaraan d , [Tersedianya pemetinaraan
endaraan dinas operasiona| Kendaraan dinas 1 Tahun | Rp 25,000,000 | 1Tahun | Rp 25,050,000 | 1Tahun | Rp 25,100,100 [ 1 Tahun | Rp 27610110 1Tahun | Rp 27,665,330 1Tahun | Rp 130,425,540
operasional
Peningkatan 1 |Program Peningkatan Rasio peningkatan kapasitas
Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Daya sumber daya Aparatur (%) 70.00% 75.00% | Rp 50,000,000 | 80.00% | Rp 50,100,000 85.00% Rp 50,200,200 | 90.00% | Rp 55,220,220 | 95.00% | Rp 57,981,231 95% Rp 263,501,651
Daya Aparatur Avaratur
01 |Mengikut Tersedianya biaya untuk
diklatbimtek/seminar/workshop | mengikuti
sosialisasi diklat/bimtek/seminar/workshop/ | 1 Tahun | 1Tahun | Rp 50,000,000 | 1 Tahun | Rp 50,100000 | 1Tahun | Rp 50,200,200 | 1Tahun | Rp 55,220,220 | 1Tahun | Rp 57,981,231 1Tahun | Rp 263,501,651
sosialisasi di dalam/dii luar
daerah
Peningkatan IV |Program Peningkatan Cakupan sistem pelaporan
Sistem (Rl A S i capaian kinerjadan keuangan [ 75 5006 | 00096 | Rp -| 0.00% | Rp -| 000% |Rp -| 000% | Rp - | 80.00% | Rp 10000000 [ 1keg. | Rp 10,000,000
Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja (%)
Pelaporan dan Keuanaan
Keuangan 01  |Penyusunan Renstra Terlaksananya penyusunan
Rencana Program dan Kegiatan
5 Tahunan 1 Keg. 0.00% | Rp -| oo00% | Rp -| 000% |Rrp -| o0o00% |Rrp -| 0.00% | Rp 10,000,000 | 80.00% | Rp 10,000,000
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ne DAN DESA
o vV |Program Peningkatan Rasio Upaya Peningkatan
Keberdayaan | Kapasitas dan |~ Kapasitas dan Keberdayaan Masyarakat | Keberdayaan Masyarakat .
Masyarakatdi | peran akif |  peran akif B Desa (%) 1000% | 2000% |Rp 230,000,000 | 30.00%| Rp 230,460,000 | 4500%|Rp 230920920 [ 60.00%|Rp 254013012 | 80.00%|Rp 266713663 | 80.00%|Rp 1212107595
Perdesaan | lembaga | masyarakat desa
masyarakat 01 Pembinaan DPD LPM Kota Peningkatan Peran DPD LPM
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli 1Keg | Rp 40,000,000 | 1Keg | Rp 40,080,000 | 1Keg | Rp 40,160,160 | 1keg | Rp 50013012 | 1keg |Rp 50213663 | 1keg | Rp 220,466,835
02 Orientasi Tugas-Tugas LPM Terlaksananya Orientasi Tugas-
Tugas LPM Desa 1Keg |Rp 50000000 | 1keg |Rp | 1keg |[Re 50,250,000 [ 1Keg |Rp | 1keg |Re 50350000 | 1Keg | Rp 150,600,000
03 |Pelaksanaan Gelar Teknologi
Tepat Guna
Terlaksananya Gelar Teknologi
Tepat Guna di Kota 1Keg Rp 50,000,000 1Keg Rp 50,100,000 1Keg Rp 50,150,000 1 Keg Rp 72,000,000 1 Keg Rp 50,250,000 1 Keg Rp 272,500,000
Gunungsitoli dan Keitkutsertaan
Gelar Teknologi Tepat Guna di
Tingkat Provinsi dan Nasional
04 Pembinaan dan Peningkatan Terbinanya POSYANTEK di
Kapasitas Posyantek di Kecamatan 1Keg | Rp 50,000,000 | 1Keg |Rp 50,100,000 [ 1Keg |Rp 50,200,000 [ 1Keg | Rp 72,000000 | 1Keg |Rp 50,300,000 | 1Keg | Rp 272,600,000
Kecamatan
05 |Sosialisasi Pemanfaatan Terbinanya Masyarakat Kota
g Sumber Daya Alam itoli melalui
(SDA) Pemanfaatan Pengelolaan 1Keg [Rp 40,000,000 | 1Keg | Rp 40,080,000 | 1Keg | Rp 40,160,760 | 1keg | Rp 60,000,000 | 1kKeg |Rp 40,300,000 | 1Keg | Rp 220,540,760
Sumber Daya Alam (SDA)
06 |Konsolidasi LPM Desa Terlaksananya Penyegaran
Kepengurusan LPM Desa Rp | 1keg |Re 25100000 [ 1keg | Rp - Rp | 1keg |Re 25300000 | 1Keg | Rp 50,400,000
07 |Konsolidasi DPD LPM Terlaksananya Penyegaran
Desa/DPC LPM Kepengurusan DPD LPM/DPC
LPM Rp - 1Keg Rp 25,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 25,000,000
08 |Pembinaan K g
Keluarga Perempuan Berbasis Keluarga
Rp  300,000000 | 1keg |Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 300,000,000 Rp 150,000,000
09 |Pembinaan Desa Tertib Terbentuknya Desa Binaan
Administrasi PKK Tertid Admnistrasi PKK
Rp  50,000000 | 1keg |Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Rp 250,000,000
10 |Pembinaan Program Terpadu | Peningkatan Pembinaan Program
Peningkatan Peran Wanita Terpadu Peningkatan Peran
Menuju Keluarga Sehat Wanita Menuju Keluarga Sehat Rp 25000000 | 1Keg |Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000 Rp 125,000,000
Sejahtera Sejantera
Pen VI [Program Pengembangan Rasio Lembaga Upaya
Kuantitas dan | Kuanitas dan | - guatan dan (ol E e R | Rty Loz 500% | 15.00% |Rp 65,000,000 | 30.00%| Rp 65,130,000 |  45.00%| Rp 65,260,260 | 65.00%| Rp 71,786,286 |  75.00%| Rp 75375600 |[Rp - | Rp 342,552,146
Kualitas Kualitas | Pengembangan Ekonomi Pedesaan (%)
Kelembagaan | Kelembagaan|  Lembaga
Usaha usaha Ekonomi di 01 |Penguatan Usaha
Ekonomi | ekonomi pedesaan Ekonomi Mikro di desa Usaha Ekonomi Mikro di
produktt | rodutit Peooan 1keg |Rp 12000000 | 1keg |Rp 12,024000 | 1keg | Rp 12,048,048 | 1Keg |Rp 13252853 | 1Keg |Rp 13915495 | 1Keg |Rp 63,240,396
masyarakat | masyarakat
Desa desa 02 |Sosialisasi Pembentukan Tersosialisasikannya
Bersama 6
Bersama Kecamata| Rp 10,000,000 | gunit | Rp 10,020000 | 10unit | Rp 10,040,040 | 12 Unit | Rp 11,044044 | 15Unit | Rp 11,596,246 | 15 Unit | Rp 52,700,330
n
03 Badan Usaha Ekonomi Desa
Milik Desa (BUMDES) melalui Pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) 6uUnt |Rp 15000000 | 8unit | Rp 15,030,000 [ 10 Unit | Rp 15,060,060 | 12 Unit | Rp 16,566,066 | 15 Unit | Rp 17394369 | 15 Unit | Rp 79,050,495
04 |Pelatinan Ketrampilan Terlaksananya Pelatinan
Manajemen Badan Usaha Milik | Ketrampilan Manajemen Badan 1keg |Rp 10000000 | 1keg |Rp 10020000 | 1Keg | Rp 10040040 | 1Keg |Rp 11044044 | 1keg | Rp 11596246 | 1keg |Rp 52,700,330

Desa (BUMDES)

Usaha Milik Desa




1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
05 | Pembinaan an Fasilitasi Badan | Meningkatnya Kapasitas Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) | Usaha Milik Desa (BUMDES) ikeg [Rp 10000000 | 1Keg |Rp 10020000 | 1Keg |Rp 10040040 | 1Keg |Rp 11044044 | 1keg |Rp 11596246 | 1Keg |Rp 52,700,330
06 dana SPP Ex \gan danal
PNPM Mandiri Perdesaan g::;;:’“w"”a"d'" 1keg | Rp 4,000,000 [ 1Keg |Rp 4,008,000 | 1Keg |Rp 4016016 | 1Keg | Rp 4417618 | 1keg |Rp 4638498 | 1keg |Rp 21080132
07 Pasar Desa
Pasar Desa 1Keg |Rp 4,000,000 [ 1Keg |Rp 4008000 [ 1Keg |Rp 4016016 | 1Keg |Rp 4417618 | 1keg |Rp 4638498 | 1Kkeg |Rp 21,080,132
T g VIl |Program Peningkatan Rasio peningkatan partisipasi
partisipasi dan | - peran serta partisipasi e sikesiiMesaraiaidalanll mesyaraiataan 1000% | 2000% | Rp 365,000,000 | 35.00% [ Rp 365,730,000 | 50.00% | Rp 366,461,460 | 70.00% | Rp 403,107,606 | 90.00% | Rp 423262986 | 90.00% |Rp 1923562052
keikutsertaan | atau | masyarakat dalam desa desa (%)
masyarakat | partisipasi desa
dalam | masyarakat 01 |Pelaksanaan Bulan Bhakti Terlaksananya Bulan Bhakli
pembangunan | dalam Gotong Royong Masyarakat | Gotong Royong Masyarakat
pembenguren (BBGRM) (BBORM) 1keg [Rp 75000000 | 1Keg |Rp 75150000 [ 1keg | Rp 75300300 | 1keg | Rp 82830330 | 1kKeg |Rp 86971847 | 1Keg |Rp 395,252,477
Desa
02 |Pembinaan Perencanaan Terlaksananya Pembinaan
Partisipatif neana 1Keg |Rp 140000000 | 1keg |Rp 140,280,000 | 1keg |Rp 140,560,560 | 1Keg | Rp 154,616,616 | 1Keg |Rp 162347447 | 1keg |Rp 737,804,623
masyarakat desa Partisipatif masyarakat desa
03 |Pembinaan Kader Pembanguna | Terlaksananya Pembinaan Kader
Masyarakat Desa (KPMD) (KPMDT Masyarakat Desa 1Keg | Rp 150,000,000 | 1Keg |Rp 150,300,000 | 1Keg |[Rp 150600600 [ 1Keg | Rp 165,660,660 | 1Keg |[Rp 173943693 | 1Keg |Rp 790,504,953
04 |Monitoring, pendataandan | Terlaksananya Monitoring,
evaluasi swadaya murni pendataan dan evaluasi swadaya
masyarakat dalam pembangunan. | murni masyarakat dalam 1Keg |Rp 150000000 | 1Keg |Rp 150,300,000 | 1kKeg |Rp 150,600,600 | 1Keg | Rp 165,660,660 | 1Keg |Rp 173943693 | 1Keg | Rp 790,504,953
pembangunan
05 |Evaluasi Penyusunan RPIMDes, | Terlaksananya Evaluasi
RKPDes, dan APBDes :e”ﬁx”;"RPJMDES‘RKPD“ 1keg |Rp  150,000000 | 1Keg |Rp 150300000 | 1keg |Rp 150600600 | 1keg |Rp 165660660 | 1Keg |Rp 173943693 | 1Keg |Rp 790,504,953
an APBDes
i o VIl |Program Peningkatan Rasio Peningkatan Kapasitas
Efektifitas | Kapasitas | Kapasitas Sumber CEEEEDATERT (R TR B 1000% | 2000% | R 2,000,000,000 | 35009 | Rp  2,204,000000 | 50.00% |Rp  2,208,008,000 | 70.00% [Rp  2,008,008800 | 90.00% | Rp  2319,249,240 | 90.00% | Rp  10,739,266,040
penyelenggara | Sumber Daya | Daya aparatur Pemerintah Desa
an Aparatur | pemerintah Desa
Pemerintahan | Pemerintah 01 |Pembekalan Kepala Desa dan | Tertingkatnya Kapasilas Kepala
Desa dan Desa Perangkat Desa Desa dan Perangkat Desa se-
Kelurahan Kota Gunungsitoli dan Aparat
dalam proses yang membidangi Pemdes i 1Keg |Rp 200000000 | 1Keg |Rp 200,400,000 Rp - Rp - Rp - Rp 400,400,000
penyelenggara Kecamatan
an
pemerintzhan,p| 02 |Penyusunan Ranperda terkait | Tersedianya Dokumen Ranperda
engelolaan Desa terkait Desa
pembangunan 1Keg |Rp 400000000 | 1Keg |Rp 400800000 [ 1keg |[Rp 600,000000 [ 1Keg |Rp 600,000000 [ 1keg |Rp 619249240 | 1Keg |Rp  2620,049,240
dan pelayanan
publik
03 |Penyusunan Ranperda tentang | Tersusunnya Ranperda tentang
BPD Badan Permusyawaratan Desa
1Keg 1Keg |Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
04 |Penyusunan Ranperda tentang | Tersedianya Dokumen Ranperda
Pemilihan Kepala Desa, tentang
Pengangkatan dan pemilihan Kepala
Pemberhentian Perangkat Desa | Desa,Pengangkatan dan 1Keg 1Keg | Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
di Kota Gunungsitoli Pemberhentian Perangkat di
Kota
05 |Pemilihan Kepala Desa Terlaksanaya Pemilihan Kepala
Desa 65Desa | 1keg |Rp 800000000 | 1Keg |Rp 800,000,000 Rp 500,000,000 Rp - Rp - Rp  2100,000000
06 |Orientasi Peranan Badan Terlaksananya Orientasi Badan
Desa (BPD) Desa (BPD)
Kota Gunungsitoli dalam Kota Gunungsitoli dalam IKeg |Rp 200000000 Rp . Rp . Rp . Rp . Rp 200,000,000
Pemerintah Desa Pemerintah Desa
07 |Konsolidasi Kepengurusan BPD | Terlaksananya Penyegaran
Kepengurusan BPD Rp | 1keg |Re 202000000 | 1keg |Rp 302000000 | 1keg |Rp 558008800 | 1Keg |Rp 700000000 | 1Keg |Rp  1,762,008800
08 |Bimbingan teknis teknis
i Desa Desa
1Keg |Rp 200000000 | 1Keg |Rp 200400000 | 1Keg |Rp 302000000 | 1Keg |Rp 450000000 | 1Keg |Rp ~ 500,000000 | 1Keg |Rp  1652400,000
09 |Pelaksanaan Lomba Desa Terlaksananya Kegiatan Lomba
Desa 1Keg |Rp 200000000 | 1Keg |Rp 200400000 | 1Keg |Rp 304008000 [ 1Keg |Rp 400000000 | 1Keg |Rp ~ 500,000000 | 1Keg |Rp  1604,408,000
B T juin g X1 nglramPembllni\andan e ST
TataKelola | Tata Kelola | Kapasitas Aparat e PRk Fasilitasi Pengeloaan 000% | 10.00% |Rp 350,000,000 | 3000%]| Rp 350,700,000 |  50.00%| Rp 351,401,400 | 70.009%| Rp 386,541,540 | 90.00%|Rp 387314623 | 90.00%|Rp  1,825957.563
Keuangan | Keuangan |dalam Pengelolaan Keuangan Desa ey
Desayang baik| Desayang | Keuangan Desa
baik 01 | Bimtek Pengelolaan Keuangan | Terlaksananya Bimtek
Desa Pengelolaan Keuangan Desa iKeg [Rp 50000000 | 1Keg |Rp 50,100000 [ 1keg |Rp 50200200 | 1Keg |Rp 55220220 | 1Keg |Rp 55330660 | 1Keg | Rp 260,851,080




5 6 7 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
02 | Pembinaan Keuangan Desa | Tersedianya Operasional Tim
Pembinaan Keuangan Desa 12Kali | Rp 250,000,000 | 12Kali | Rp 250,500,000( 12Kali | Rp 251,001,000 12Kali | Rp 276,101,100 12Kali | Rp 276,653,302| 12Kali | Rp 1,304,255,402
03 i dan T ifikasi dan
Pendapatan Desa Ekstensifikasi Pendapatan Desa 1Keg | Rp 25000000 | 1keg |Rp 25050000 | 1keg |Rp 25100100 [ 1Keg |Rp 27610110 [ 1Keg |Rp 27665330 | 1Keg |Rp 130,425,540
04 |Pembinaan Pengelolaan aset desa | Terlaksananya Pembinaan
Pengelolaan Aset Desa 1keg | Rp 25,000,000 [ 1Keg |Rp 25,050,000 [ 1Keg | Rp 25,100,100 [ 1keg |Rp 27610110 | 1Keg |Rp 27,665330 | 1keg |Rp 130,425,540
3,935,000,000 4,142,870,000 4,150,755,740 4,145,031,314 4,508,183 901 20,881,840955

Gunungsitoli , 02 Januari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARKAT
DAN DESA/KELAURAHAN KOTA GUNUNGSITOLI
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PEMBINA TK.I
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